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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat,
taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusunan buku yang berjudul “Teori
Implementasi Birokrasi dan Good governance di Indonesia” dapat
terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Buku ini disusun sebagai
kontribusi ilmiah dalam bidang administrasi publik, khususnya yang
berkaitan dengan dinamika implementasi kebijakan serta penerapan
prinsip-prinsip good governance dalam konteks penyelenggaraan
pemerintahan di Indonesia.

Dalam kerangka pembangunan nasional, keberhasilan implementasi
kebijakan sangat ditentukan oleh kapasitas birokrasi sebagai pelaksana
utama fungsi pemerintahan. Kerangka teoritik yang dikemukakan oleh Van
Meter dan Van Horn, Edward Ill, Lipsky, serta Sabatier dan Mazmanian
memberikan landasan yang kokoh untuk memahami kompleksitas proses
implementasi kebijakan, baik dari perspektif struktural maupun perilaku
birokrat. Sementara itu, prinsip good governance yang menekankan
transparansi, akuntabilitas, efektivitas, partisipasi, dan kepastian hukum
menjadi dasar normatif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
responsif dan berintegritas.

Buku ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, dosen,
peneliti, praktisi pemerintahan, serta para pemangku kepentingan lainnya
yang memerlukan pemahaman mendalam mengenai teori dan praktik
implementasi birokrasi, sekaligus relevansinya dengan penerapan good
governance di Indonesia. Meskipun telah diupayakan penyusunan secara
sistematis dan komprehensif, penulis menyadari bahwa karya ini masih
memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif
sangat diharapkan guna penyempurnaan edisi berikutnya.



Akhirnya, penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan,
baik berupa saran ilmiah, bantuan teknis, maupun motivasi moral selama
proses penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat menjadi rujukan yang
bermanfaat serta memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas
birokrasi dan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Makassar, Januari 2026
Penulis
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BAB |
SEJARAH IMPLEMENTASI BIROKRASI
DAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA

A. PENDAHULUAN

Sejarah implementasi birokrasi dan good governance di Indonesia tidak
dapat dipisahkan dari perjalanan panjang pemerintahan sejak masa kolonial
hingga era reformasi. Birokrasi Indonesia mengalami transformasi dari
model administratif kolonial yang bersifat patrimonial dan hierarkis,
menuju model pemerintahan modern yang mengutamakan transparansi,
akuntabilitas, efektivitas, serta partisipasi masyarakat. Perubahan ini
bersifat gradual dan sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik, ekonomi,
serta tuntutan global terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

Reformasi birokrasi dan transformasi sistem pemerintahan di Indonesia
merupakan bagian integral dari perubahan besar yang dimulai sejak periode
Reformasi 1998. Pergeseran dari pemerintahan yang sangat sentralistis
menuju model tata kelola yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel
merupakan langkah fundamental dalam membangun pemerintahan
modern. Reformasi tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk memperbaiki
kinerja birokrasi, tetapi juga untuk membangun landasan tata kelola
pemerintahan yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial, politik, dan
ekonomi yang terus berkembang.

Pada era globalisasi yang menuntut efisiensi dan daya saing, birokrasi
dituntut untuk bertransformasi menjadi organisasi publik yang inovatif,
profesional, serta mampu memberikan pelayanan yang cepat dan
berkualitas. Pemerintah Indonesia merespons tuntutan ini melalui berbagai
kebijakan strategis, antara lain reformasi regulasi, digitalisasi pemerintahan,
penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan penguatan
mekanisme pengawasan internal maupun eksternal. Implementasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pembangunan Mal Pelayanan
Publik (MPP), dan penyederhanaan birokrasi melalui transformasi jabatan



BAB I
KONSEP DAN TEORI
IMPLEMENTASI BIROKRASI DAN
GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA

A. KONSEP IMPLEMENTASI BIROKRASI

Implementasi birokrasi merujuk pada proses dengan kebijakan
pemerintah dijalankan melalui struktur, prosedur, dan perilaku aparatur
negara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks
administrasi publik, birokrasi menjadi aktor utama dalam mengubah
kebijakan dari bentuk policy on paper menjadi policy in action. Dengan kata
lain, implementasi birokrasi adalah proses operasionalisasi kebijakan oleh
aparatur pemerintah dalam bentuk pelayanan publik, regulasi, program,
atau intervensi sosial.

Untuk memahami implementasi birokrasi secara lebih komprehensif,
beberapa aspek lanjutan perlu dijelaskan, meliputi teori, dinamika
hubungan antar aktor, serta tantangan implementasi pada sektor-sektor
strategis.

1. Pengertian Implementasi Birokrasi

Secara umum, implementasi birokrasi dapat dipahami sebagai upaya
terencana oleh aparatur pemerintah untuk menerjemahkan kebijakan
menjadi tindakan administratif dan pelayanan publik melalui mekanisme
organisasi, sumber daya, dan prosedur yang telah ditentukan.

Konsep ini mencakup interaksi antara:

e Kebijakan (policy),

e Organisasi birokrasi,

e Pelaksana kebijakan (ASN), dan

e Masyarakat sebagai penerima manfaat.



BAB Il
STRUKTUR, FUNGSI, DAN PERAN
BIROKRASI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN

A. STRUKTUR BIROKRASI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN

Struktur birokrasi merupakan susunan organisasi pemerintahan yang
mengatur pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Birokrasi berfungsi sebagai mesin
administrasi negara yang menjalankan kebijakan publik serta menyediakan
pelayanan kepada masyarakat. Dalam sistem pemerintahan modern,
struktur birokrasi menentukan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas
implementasi kebijakan.
1. Pengertian Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah pola hubungan formal dalam organisasi
pemerintahan yang menggambarkan:
e Tingkat hierarki,
e Pembagian kerja,
e Mekanisme koordinasi,
e Alur komando dan informasi,
e Peraturan dan prosedur kerja.

Menurut Max Weber, birokrasi ideal memiliki karakteristik:
e Hierarkiyang jelas,

e Pembagian tugas spesifik,

e Aturan formal,

e Profesionalisme aparatur,

e Impersonalitas dalam pelayanan.

Struktur ini bertujuan untuk memastikan bahwa tugas pemerintahan
dapat dilaksanakan secara teratur, konsisten, dan adil.



BAB IV
PATOLOGI BIROKRASI DAN
ADMINISTRASI SERTA GOOD GOVERNANCE

A. PENGERTIAN PATOLOGI ADMINISTRASI DAN BIROKRASI

Secara etimologis, patologi berasal dari bahasa Yunani pathos (penyakit)
dan logos (ilmu). Dalam ilmu administrasi, patologi dimaknai sebagai
penyakit atau penyimpangan yang mengganggu fungsi sistem administrasi
atau birokrasi. Patologi administrasi adalah segala bentuk penyimpangan,
perilaku non-fungsional, atau kerusakan dalam proses administrasi yang
membuat administrasi publik tidak berjalan sesuai prinsip efektivitas,
efisiensi, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Patologi administrasi dapat
berupa:
e Maladministrasi,
e Ketidakprofesionalan,
e Penyalahgunaan prosedur,
o Ketidaktepatan pengelolaan administrasi,
e Perilaku aparatur yang tidak sejalan dengan nilai administrasi publik.

Patologi administrasi muncul ketika sistem administrasi tidak mampu
menjalankan prinsip-prinsip dasar administrasi yang benar.

Patologi birokrasi adalah kondisi ketika birokrasi menyimpang dari
tujuan, fungsi, dan prinsip dasar birokrasi, sehingga menghambat efektivitas
dan kualitas pelayanan publik.

Patologi birokrasi terjadi ketika struktur, proses, maupun perilaku
aparat birokrasi menimbulkan berbagai masalah seperti:

e Inefisiensi,

e Korupsi,

e Prosedur berbelit-belit,

e Penyalahgunaan kewenangan,



BAB V
REFORMASI BIROKRASI DAN
SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA

A. PENGERTIAN REFORMASI BIROKRASI

Reformasi birokrasi adalah suatu proses perubahan yang terencana,

sistematis, dan menyeluruh untuk memperbaiki birokrasi agar menjadi

lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta mampu memberikan

pelayanan publik yang berkualitas. Reformasi birokrasi dilakukan untuk

menghilangkan praktik-praktik birokrasi yang tidak sehat, meningkatkan

kinerja lembaga pemerintahan, dan memperkuat kepercayaan masyarakat.

Secara umum, reformasi birokrasi mencakup perubahan pada tiga aspek

utama:

1. Struktur birokrasi - penyederhanaan organisasi, perbaikan tata kelola,
dan pembenahan regulasi.

2. Proses atau tata laksana - digitalisasi layanan, penerapan SOP yang
efektif, dan penyederhanaan prosedur.

3. Sumber daya manusia aparatur - peningkatan kompetensi, integritas,

serta sistem merit dalam promosi dan mutasi.

Dengan demikian, reformasi birokrasi bukan hanya perubahan teknis,

tetapi perubahan budaya kerja dan cara pandang aparatur negara dalam

menjalankan tugasnya. Adapun pengertian reformasi birokrasi menurut

para ahli dan lembaga sebagai berikut.

1.

Keban (2008): Reformasi birokrasi adalah perubahan menyeluruh yang
mencakup aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya
manusia aparatur untuk menciptakan birokrasi yang efisien, transparan,
dan akuntabel.

Dwiyanto (2015): Reformasi birokrasi merupakan upaya sistematis
untuk memperbaiki kualitas dan kinerja birokrasi agar mampu
memberikan pelayanan publik yang lebih baik serta membangun
kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
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Relation. Purbalingga: Eureka Media Aksara. 2023. Partisipasi pada
Pertemuan Ilmiah: (1) Seminar Internasional sebagai penyaji makalah
dengan judul “Isolation and Characterisation of Neutral Compounds from
Artocarpus teysmanii Miqg.:An Original Plant of South Sulawesi Rainforest”,
di Manchester Inggeris; (3) Seminar Internasional sebagai penyaji dengan
judul “Isolation and Identification of B-Sitosterole Constituent from n-
Hexane Extract of Artocarpus teysmanii Miq”di Makassar.
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TEORI IMPLEMENTASI BIROKTASI DAN
GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA

Teori Implementasi Birokrasi dan Good Governance di
Indonesia mengkaji secara komprehensif hubungan antara
proses implementasi kebijakan publik, kinerja birokrasi, dan
prinsip-prinsip good governance dalam konteks
pemerintahan Indonesia. Implementasi kebijakan tidak
hanya ditentukan oleh perumusan kebijakan yang baik, tetapi
sangat bergantung pada kapasitas birokrasi sebagai pelaksana
utama di lapangan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap
teori implementasi birokrasi menjadi kunci untuk menilai

efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
Buku ini membahas berbagai teori implementasi

kebijakan publik, mulai dari pendekatan top-down, bottom-
up, hingga pendekatan hibrida yang menekankan interaksi
antara aktor, struktur organisasi, dan lingkungan sosial-
politik. Teori-teori tersebut digunakan untuk menganalisis
bagaimana kebijakan diterjemahkan dari tingkat pusat ke
daerah, serta bagaimana faktor komunikasi, sumber daya,
disposisi aparatur, dan struktur birokrasi memengaruhi
keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan.
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